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B. Peraturan PerUndang-undangan 

,.. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1 961 tentang Pencabutan Hak tas Tanah Dan 
Benda-benda yang ada di atasnya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Peneta:pan Ganti 
Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas 
Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya. 

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1 993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pielaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanab. Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Keperitingan Umum. 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah. B "-· 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1 973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak­

hak Atas tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya. 

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanab. 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1 994 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1 993. 
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